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ABSTRAK

Nurul Rahmi Aulia, 2022. Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Kemandirian
Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Menilik kembali berita mengenai pemecatan Evi Novida Ginting yang
sampai saat ini masih aktif menjadi Komisioner KPU RI didasari oleh Putusan No.
82/G/2020/PTUN-JKT namun tidak ada pengaktifan kembali oleh Presiden.
Penelitian ini menggunakan penelitidn kualitatif dengan mengumpulkan data
melalui  teknik observasi, wawang dokumentasi. Penelitian  ini
menggunakan Teknik analisis dats Iengan menggunakan fitur crosstab
dan Results Preview. E laskar
Nomor 3 Tahun 20
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang menganut sistem
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salah satu aspek terpenting demokrasi yang juga harus diselenggarakan secara
demokratis. Oleh karena itu, Pemilihan Umum di negara-negara yang menyebut diri
mereka demokrasi untuk membuat pemilihan tradisional untuk memilih pejabat
publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di dacrah (Zuhro,

2019).




Indonesia telah mengalami masa transisi ke era demokrasi melalui

penyelenggaraan pemilu sejak saat pemilu 1999, Dari 3 (tiga) pemilu awal, yaitu
1999, 2004, dan 2009, kondisi Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi

menuju periode konsolidasi demokrdsi (I Pahlevi, 2016). Beberapa fakta
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independen, tré \,\_A______J o, 2015). Dalam
dan didasarkan
pada peraturan. Badan pengelola pemilu harus mengutamakan profesionalisme,
bekerja secara efektif dan efisien, serta membuat keputusan yang cepat dan tepat
serta kredibilitas badan manajemen pemilu ditentukan oleh kepercayaan publik

terhadap apa yang mereka yakini (Achyani et al., 2015).




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang dilembagakan, yaitu KPU,
Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khusus

mengenai DKPP yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini, diatur dalam

Bab I1I Pasal 155 ayat (2) Undang-Unddng Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan
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diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain selain menerima (Chakim,

2016).

Pada tanggal 12 Juni 2012, DK KPU resmi berganti menjadi Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disingkat DKPP, berdasarkan Undang-Und

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP telah




menjadi permanen, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas,
fungsi, dan kewenangannya mencapai semua tingkatan penyelenggara pemilu
(KPU dan Bawaslu) dan stafnya dari pusat. Anggota DKPP dipilih dari unsur

masyarakat, profesional di bidang pemilu, ditetapkan untuk melayani setiap 5 tahun

dengan | (satu) perwakilan (ex officio)dari anggota KPU aktif dan Bawaslu,
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dan puas bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu atau disebut juga public trust
sebagai kapasitas percaya dari setiap objek untuk statistfy keinginan manusia.
Negara ingin menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi yang

menciptakan citra dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa memihak.
Keberadaan DKPP diharapkan dapat mencegah praktik penyelenggaraan pemilu




yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah
tanggung jawab kita semua, terutama penyelenggara pemilu, dan oleh karena itu,
dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DKPP tidak takut untuk
mengingatkan dan bahkan memberhentikan ketua dan anggota komisaris KPU dan

Bawaslu yang jika dalam proses pemilihan umum terbukti telah melanggar Kode
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putusan 317-PKE-DKPP/X/2020 pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 Oleh ketua
Dr. Harjono selaku ketua majelis.

Menindaklanjuti putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 yang
bersifat final dan mengikat tersebut Presiden RI kemudian menerbitkan Keputusan

Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat



sebagai komisioner KPU Rl masa jabatan 2017-2022, Pada tanggal 17 April 2020

Evi Novida Ginting yang Non-aktif tidak menerima keputusan tersebut dengan
menggugat kembali Keputusan Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta didampingi langsung oleh Arif Budiman yang masih menjabat sebagai

n batal Putusan Presiden
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Sikap inilah yang menjadi Kontra banyak Tokoh Masyarakat yang mempunyai
konsentrasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan khususnya bagi pengadu.
Peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang
membahas tentang kemandirian DKPP dengan beragam hasil yang diperoleh.
Diawali dengan penelitian terdahulu dari (Ridwan et al., 2017) yang menyatakan




bahwa Peran DKPP dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas
penyelenggara Pemilu pada Pemilukada 2015 dimulai dengan beberapa tahapan
yaitu: vyang pertama DKPP menerima pengaduan, melakukan verifikasi

administrasi dan verifikasi materil, registrasi persidangan, persidangan, sidang
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bahwa sejatinya Kewenangan DKPP RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik
masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini penulis tertarik untuk

mengetahui bagaimana Kemandirian politik Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT




yang menjadi alasan Evi Novida Ginting untuk aktif kembali menjadi Komisioner
KPU RI serta melihat bagaimana kualitas regulasi yang dihadirkan legislatif
sebagai kekuatan untuk menjamin kemandirian Politik DKPP Rl maka penulis
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kemandirian Politik Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia”.

1. Uktuk: mengétahui bagiimepa Indépendensi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu terhadap putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT?
Penyelenggara Pemilu terhadap Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT?




3. Untuk mengetahui bagaimana Ketidak Berpihakan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu?

D. Manfaat Penelitian
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya
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Penyelenggara Pemilu | Penyelenggaraan Pemilu

(Analisis Putusan Nomor 317-PKE-
Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019 telah
10




DKPP/X/2019). memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan.

2. |(SAID,2014) | Kewenangan Dewan | DKPP tidak memiliki
Kehormatan kewenangan untuk memutus

perkara No. 74/dkpp/pke-
1172013 lebih menitik beratkan

pada pertimbangan moral dan
substansi demokrasi serta

11




perspekiif tentang keadilan
restoratif.
3. | (Hendri, Tinjauan Yuridis Putusan DKPP dinilai
2014) Kewenangan DKPP | kontroversial dengan
Menurut Undang menyuruh KPU melakukan

sederajat di depan hukum jika

putusan yang dijatuhkan dirasa
merugikan para terdakwa atau

pihak-pihak yang terkait.




2021)

Tinjauan Fikih

Mekanisme dalam
putusanNomor |6-PKE-
DKPP/1/2019 DKPP RI sudah
sesuai dengan UU No 7 tahun
20017 dan peratuaran DKPP
Nomor 2 tahun 2017. Adapun

penyelenggara pemilu | dengan pengaduan pelanggaran
(dkpp) (studi kasus kode etis penyelenggara
putusan dkpp no. pemilu kepada DKPP daerah.
91/DKPP-PKE- Kemudian, melengkapi

13




111/2014)

sebagai penyelenggara pemilu,
dimana penyelenggara pemilu
adalah KPU dan Bawaslu

sedangkan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu bertugas

14




Timur (Study Kasus

Putusan No.74/DKPP-

T wam, ()

ot
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untuk menegakkan kode etik
dari penyelenggara pemilu itu
DKPP sangatlah kuat dan
mengikat sehingga tidak

.
/

agar Pemilu tentu berjalan

dengan baik dan benar. Bagi

penyelengggara pemilu yang
terbukti melanggar Kode Etik,




DKPP dapat memberikan

sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggarannya, yaitu terdiri

dari teguran tertulis,




melaksanakan putusan DKPP

itu sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa DKPP telah

pleno terbuka DKPP terbuka buat umum. Mengikat ialah putusan itu eksklusif
mengikat serta bersifal memaksa sebagai akibatnya seluruh forum penyelenggara
kekuasaan negara serta termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib

melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.

17




B.  Kajian Teori

Kajian teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan
proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, tersusun,

dk.,
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sangat vital, karena salah satu parameter untuk mengukur apakah suatu negara
demokratis atau tidak adalah bagaimana pemilihan umum dilakukan oleh negara
tersebut (Labolo & Ilham, 2015). Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum

pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi.
Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

18




1. Sebagai sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi ini terutama merupakan
kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan, legitimasi pemerintah
yang berkuasa dapat ditegakkan, serta program dan kebijakan yang dihasilkannya.
Dengan begitu, pemerintah berdasarkan undang-undang yang discpakati bersama
tidak hanya memiliki kewenangan unfuk memerintah, tetapi juga memberikan

///, vu wg s\\\
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ialah saran serta jalur langsung buat mencapai posisi elit penguasa. menggunakan
begitu maka melalui pemilihan awam dibutuhkan mampu berlangsung pergantian
atau aliran elit penguasa secara kompetitif dan demokratis (Setiadi & Kolip, 2013),

19




2. Konsep Kemandirian

Kemandirian tidak mampu tanggal dari pembahasan perihal perkembangan
diri itu sendiri, yang pada konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena
diri itu merupakan inti yang berasal dari kemandirian (Harjoyo et al., 2021). Konsep
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orang lain, berpikir dan bertindak orginal, kreatif dan penuh inisiatif, bisa
menghipnotis lingkungannya, memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan diri
sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, serta memperoleh kepuasan dari
usahanya. Kemandirian merupakan kemampuan individu dalam mengelola dirinya,

ditandai dengan tidak tergantung pada dukungan emosional orang lain, mampu

20




mengambil keputusan secara mandiri dan konsekuen terhadap keputusan tersebut,
serta memiliki seperangkat perinsip tentang benar dan salah, penting dan tidak
penting (Aziz, 2018).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa
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terscbebut sebagai berikut:
1. Kemandirian emosional (emortional autonomy), yakni aspek kemandirian yang
menyatakan perubahan kedekatan korelasi emosional dimensi kemandirian

yang berhubungan dengan perubahan keterikatan hubungan emosional atau




Kemandirian emosional merupakan aspek kemandirian yang berhubungan
dengan perubahan kedekatan individu dengan orang lain.
2. Kemandirian tingkah laku (behavioural autonomy), yakni suatu kemampuan

untuk membentuk keputusan-keputusan tanpa tergantung di orang lain dan
melakukannya secara bertanggung jawab.

/// wad \\\
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tidak dibatasi dengan cara yang merugikan masyarakat (Motta, 2004), Independensi
politik yang didefinisikan dengan cara ini adalah properti dari perilaku lembaga
atau apa yang sebenarnya terjadi merupakan hal umum dalam literatur untuk
membuat perbedaan antara independensi formal dan aktual, atau antara apa yang

benar secara de jure dan de facto (Geertz, 2000). Independensi formal atau de jure,

22




dikonsepkan sebagai sejauh mana ada ketentuan undang-undang yang mengurangi
kemungkinan politisi untuk memengaruhi keputusan lembaga sebelum dibuat.

Independensi dan Kualitas Peraturan, independensi politik dapat
meningkatkan tingkat keahlian dalam pengambilan keputusan regulasi, dan

mengurangi jangka pendek dalam pro§esnya. Namun, mengisolasi badan pengatur
dari politisi datang denga

yang lebih tin
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bagi politisi untuk mengawasi cara lembaga menjalankan pekerjaan mereka (Koop
& Hanretty, 2018).

Perilaku politik selalu berorientasi pada nilai dan tujuan dimana nilai dan
tujuan dibentuk melalui proses perilaku politik (Magnis-Suseno, 2016). Dari
catatan perilaku politik tersebut jelas bahwa perilaku politik salah satunya memiliki
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dimensi orientasi. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau
kelompok yang hendak dicapai (Haryatmoko, 2016). Pendekatan kelembagaan
dalam ilmu politik menjawab lembaga (struktur) yang melakukan proses politik
sesuai dengan fungsi yang dimiliki DPR Rl, sedangkan individu yang menduduki
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dimensi politik kehidupan manusia (Magnis-Suseno, 2016). Haryatmoko
berpandangan bahwa dimensi etika politik tidak hanya perilaku politikus melainkan
berhubungan pula dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-
struktur sosial, politik, ekonomi (Haryatmoko, 2016). Etika politik memiliki tiga
dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Prof. Muhammad mengungkapkan
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etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan
menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu adalah Lembaga negara yang berkaitan dengan politik walaupun tidak
langsung dari partai politik. Keberadaan DKPP sangat penting sebagai bagian dari
upaya mewujudkan pemilu yang adilidan jujur bahkan pemilu yang etis dan
bermoral. Meskipun tidak lang /\ i, politik namun DKPP RI adalah

CERN
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bagi perbaikan kualitas Pemilu berasal internal sendiri yaitu penyelenggara Pemilu,
DKPP yang mempunyai semangat keadilan restoratif yg digagas sang Jimly
Asshidigie secara keilmuan relatif baru. dalam pengembangannya peradilan etika
yang digagas koordinator DKPP tadi tidak hanya berhenti di perbaikan akhlak

penyelenggara Pemilu tapi juga mampu diterapkan di peserta Pemilu. Ini tentunya




etika menjadi salah satu kunci lahimya politik yang santun, saling menghargai dan
menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu adalah Lembaga negara yang berkaitan dengan politik walaupun tidak
langsung dari partai politik. Keberadaan DKPP sangat penting sebagai bagian dari
upaya mewujudkan pemilu yang adilédan jujur bahkan pemilu yang etis dan

i politik namun DKPP Rl adalah

bagi perbaikan kualitas Pemilu berasal internal sendiri yaitu penyelenggara Pemilu.

DKPP yang mempunyai semangat keadilan restoratif yg digagas sang Jimly

Asshidigie secara keilmuan relatif baru. dalam pengembangannya peradilan etika
vang digagas koordinator DKPP tadi tidak hanya berhenti di perbaikan akhlak

penyelenggara Pemilu tapi juga mampu diterapkan di peserta Pemilu. Ini tentunya



menarik menjadi bahan kajian lanjutan demi terwujudnya kualitas Pemilu yang
demokratis jujur serta adil. Kehadiran DKPP sudah direfleksi serta diproyeksi
kedepan bagaimana strategi yang dilakukan oleh DKPP dalam menegakkan
integritas, kemandirian serta kredibilitas penyelenggara Pemilu yang harus
disosialisasikan di khalayak.

DKFPmmjadi embags
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU bersifat ad-hoc, dan merupakan
bagian dari KPU, DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU
Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU




Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu atau disingkat DKPP adalah lembaga peradilan etis menurut hukum yang
disebutkan dalam UU Nomor.7 Tahun 2017 Undang-undang pemilu. Pada tanggal

12 Juni 2012, DK KPU secara resmi diubah menjadi Dewan Kehormatan
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tahun 2011,
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., \ neriksas
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. \‘2& L ‘\ 'I‘ ’ ‘b/ KPP, tetapi telah

agi penyelenggara pemilu

di daerah.
DKPP merupakan aspek penting dalam pemilu menurut UU Pemilu dalam
sistematis, dan demokratis. DKPP sebagai aspek pengawalan nilai-nilai untuk

pemurnian kelembagaan penyelenggara pemilu. Lembaga ini menangani
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pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu serta menyelenggarakan
peradilan etis bagi penyelenggara pemilu. Perbedaan dari fungsi KPU dan Bawaslu
adalah DKPP sebagai Lembaga yang menerima, memeriksa, menimbang dan
memutus segala bentuk aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
sedangkan KPU sebagai lembéiga penyelenggara dan pelayanan pemilu dan

// .
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dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) Melakukan penyelidikan,
verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu; (3) Menetapkan Putusan; dan (4) Menyampaikan Putusan ke pihak terkait
untuk ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan DKPP adalah (1) Memanggil

penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
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penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2)
Memanggil  pelapor,  saksi, dan/atau  terkait  untuk  dimintai
keterangan/dokumen/bukti lain; dan (3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara
Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

&\\\\‘ i ih[/}/
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5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
332.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah.
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Sementara isi dari Keputusan Presiden NO 83/P sebagai berikut:

Menetapkan: KEPUTUSAN  PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN
KBPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P TAHUN 2020.

KESATU: Mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23
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C. Kerangka Fikir

UU NO. 7 TAHUN 2017
(PUTUSAN DKPP FINAL
DAN MENGIKAT)

=L e

A7, 540000 NN
) ) 7 ./l'.',!gu‘\\}\?z
N W
.-:: ' o I i ] a Kﬂ[ﬂﬂﬂdi]'im

sarka 1 erang
.
A

=

tidak adanya interpensi dari pihak lain, serta Kemandirian Nilai dalam memaknai
seperangkat prinsip Kemandirian yang dimilikinya sebagai lembaga peradilan
penegakan kode etik, Memilah laporan wacana apa yang krusial dan apa yang tidak
penting. UU No.17 Tahun 2017 adalah regulasi yang menjadi landasan DKPP
‘dalam memutus sebuah perkara yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat.
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D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian dengan melihat

bagaimana Kemandirian Politik DKPP dalam menerapkan UU pemilu No.7 Tahun
2017 tentang keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dengan

dihadapi. Independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak
memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka, tidak
dikontrol oleh pihak lain (misalnya lembaga independen).

b. Profesional, Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap
seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang
diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi.




teknis atau etika suatu profesi.
¢. Ketidak Berpihakan, bahwa DKPP dalam menjalankan Kewenangan tidak
berat sebelah, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan tidak dibeda-

iilasi dalam bal ini adalah Undang-undang atau
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BAB I
METODE PENELITIAN

A.  Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah dilakukan selama dua bulan
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tkah laku manusia dalam situasi
tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar
(natural setting). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis
yang mengutamakan penghayatan (verstehen) (Gunawan, 2013).

34




2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.
Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya
pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di

DKPP bapak Didik Supriyanto, S.IP., M.IP dan beberapa staff DKPP lainnya.

2. Data sekunder
informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung

35




E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang di dapatkan dengan cara pengamatan
dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Kemandirian Politik
DKPP.

2. Wawancara, adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua

Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data mengenai kemandirian Politik
DKPP. Proses analisis pun dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber yang ada di lokasi penelitian (Arikunto, 2010).
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dari data primer. Meskipun scbagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga
tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer
akan patut dipertanyakan keabsahannya. Data sekunder diperoleh dari berkas atau
arsip yang diberikan langsung oleh anggota DKPP kepada peneliti, juga peneliti
melihat langsung informasi-
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2 | Bugi Kurnia Widiyanto S.IP: Kasubag sarana prasarana dan pengamanan

Columbus Fransius Manurung SH., MH : Bagian Hukum DKPP RI

Dr. Firdaus SH., MH (Kord. TA DKPP RI)




Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu proses pencarian dan
kemudan menyusun secara runtut atau sistemanis data-data yang telah diperoleh
dari hasil pencarian di di lokasi penelitian kemudian memaparkan data lalu menarik
sebuah kesimpulan tersebut (Jogiyanto Hartono, 2018).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bantuan Software

NVivo 12 plus. Untuk

berfungsi untuk memaparkan tentang apa saja yang paling banyak dibahas pada
artikel tersebut. Lalu ada fitur Cluster Analisis yang mana pada fitur ini dapat
menjelaskan adanya hubungan antar kata kunci satu dan lainnya.
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G. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian yang dikumpulkan diharapakan
dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena

itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan
apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen yang ada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu RI mengenai independensi DKPP dalam penguatan kode etik penyelenggara

pemilu,




b. Triangulasi teknik
‘Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecck data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan

teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan




BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini peneliti menyajikan gambaran umum tentang Lembaga
an Penyelenggara Pemilu Republik
l. M.H Thamrin No.14, RT.8/RW.4,

erah Khusus Ibu Kota Jakarta,

2
g

uk U NO.12 Tahun 2003
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hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk mengadili pelanggaran kode etik pemilu
atau yang sering didengar peradilan etika penyelenggara pemilu, para anggota
DKPP harus bersikap netral (tidak memihak), pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-
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etik penyelenggara pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem
ketatanegaraan,

Dengan semikian sistem ketatanegaraan didukung oleh sistem hukum dan
sistem etik yang bersifat fungsional. DKPP merupakan aspek penting dalam pemilu
menurut UU  Pemilu dalam perspektif bermartabat guna menciptakan

angat) dekat atau saat ini.
Berikut adalah misi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik

Indonesia:
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"Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan DKPP
bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berhubungan
dengan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan DKPP."

3. Kedudukan, Dan Keanggotaan DKPP Rl

orang ex officio dari unsur Bawaslu dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota
DKPP Rl yang berasal dari tokohmasyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua
orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang. Usul keanggotaan
DKPP R1 dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.




Susunan Lembaga ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam
orang anggota. Ketua DKPP dipilih dani dan oleh anggota DKPP melalui rapat
pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.
Tenancy, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada
saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur
dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur
KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Képutusan Presiden, Berikut adalah struktur

kelembagaan ddri Déwan KEhormatan Penyeicnggara Pemilu Republik Indonesia:

Gambar 4.1
Stroktur Organisasi Sckretariat DKPP RI

STRUKTUR QRGANISASI SEKRETARST DKPP
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Bersumber dari dkpp.go.id/institusi
Tanggal 12 Juni 2012 semenjak resmi berubah nama menjadi Dewan Kehormatan

penyelenggara Pemilu telah menerima aduan dengan rincian sebagai berikut;




Table 4.3

Perkara Teregistrasi dan Perkara Diputus

NO. Perkara Perkara Perkara
Tahun Teregistrasi Diputus

1 2012 30 30

2 2013 141 141
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Gambar 4.2
Jumlah Teradu Diputus

Persentase Jumlah Teradu Diputus
Tahun 2012-2021

‘Sebagaimana diuraikan diatas terkait tugas dan wewenang DKPP, maka
Merujuk Ketentuan Pasal 458 ayat (11) UU No.7 Tahun 2017, menyebutkan
“Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”,

sehingga dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya DKPP itu didalam menjalakan




tugasnya adalah dengan melakukan persidangan. Terkait dengan jenis sanksi yang
dijabarkan tadi, maka sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu putusan DKPP bersifat final dan mengikat”. Hal demikian
juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-
X1/2013 halaman 72 yang substansinya menyatakan “DKPP berwenang memberi
putusan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara

nengikat bagi Presiden, Jajaran KPU dan
\~ h Presiden, Jajaran KPU dan

\\\\\l" h////

82/G/2020/PTUN-JKT memberikan gambaran tentang DKPP sebagai peradilan
etis Penyelenggara Pemilu dalam pengambilan keputusan tanpa adanya interpensi
dari pihak lain.
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B. Hasil Penelitian

Penulis mengukur kemandirian politik DKPP dengan menggunakan
Teori dari Steinburg 1995 yakni Aspek Karakteristik Kemandirian Tingkah
Laku dengan menarik 3 indikator yang penulis anggap relevan untuk mengetahui

bagaimana kemandirian tingkah laku terutama dalam kemandirian politik DKPP

D

ufusan No.82/G/2020/PTUN-JKT

........

“Menimbang norma etiknya, norma yuridisnya dan setelah itu
proses pembuktian dari para pihak, nah setelah itu itulah yang
dibawa ke meja pleno. Dalam meja pleno dirapatkan oleh
Anggota atau majelis DKPP”

Kutipan diatas juga sejalan dengan yang dipaparkan oleh narasumber Didik




Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI mengatan bahwa:

“Rapat plenonya tertutup, jadi tidak ada orang lain yang ada disitu hanya
majelis, drafter DKPP kemudian tenaga ahli yang memegang perkara

ity
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan maka dapat
disimpulkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan majelis tidak ada
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kita banding kemana coba?”

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyatan dari bagian Hukum DKPP sebagai
berikut:

“Putusan DKPP RI sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (13)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bersifat final dan mengikat, maka dengan sendirinya putusan DKPP
RI tersebut menurut Pasal 2 angka 5 Undang-undang Nomor 9




Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk
objek sengketa tata usaha negara karena putusan DKPP RI
merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan kode etik
penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka
5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara”
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DKPP yang diterima

at  Undang-undang

bersifat final dan mengikat karena belum ada peradilan etik tingkat banding atau
peradilan etik tingkat kasasi, sehingga hal itulah yang menjadi dasar perumusan
regulasi yang menetapkan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

“Ada 1 dulu dari subang putusan DKPP yang langsung dijadikan
objek, ditolak sama TUN saya sempat menghadiri 2 kali sidangnya,
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andaikan mungkin ada peradilan etik tingkat banding atau ada

peradilan etik tingkat kasasi itu boleh, tapikan belum ada sampai

hari ini”

Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan standar
norma Etik yang telah disusun dan disepakati DKPP, KPU dan Bawaslu sebagai

standar etik dan standar perilaku penyelenggara pemilu yang menjadi syarat wajib
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peraturan DKPP dan menetapkan Keputusan DKPP dalam rangka mengisi
kekosongangan hukum yanmg dimungkinkan terjadi.

Meskipun Presiden membatalkan Keppres No. 34/P tentang pemberhentian

namun dalam amar No.4 putusan PTUN-JKT ndak ditindaklanjuti oleh Presiden
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tentang perintah untuk diaktifkan Kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak serta merta menggugurkan

Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2020,

2. Profesionalisme DKPP Terhadap Putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT

a DKPP berdasarkan pada fakta maupun

eno majelis semua berpendapat bebas atau

/ /\’\P\J '\,‘:Ulu‘/h jawabkan kepada legislatif
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yanglain,adaduahu]ymghmsterdapmdldﬂmya yang pertama
kebenaran yang kedua kebaikan, jadi buktikan dulu benar salahnya
dan yang kedua baru kita timbang baik buruknya™

Keputusan yang diambil dari atasan bersifat deklarator menindak lanjuti
putusan DKPP. Secara konstitutiftya DKPP memberhentikan profesi
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penyelenggara pemilu yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi
penyelenggara pemilu menurut resep-resep etika profesi penyelenggara pemilu. Hal
itu adalah bagian dari wewenang DKPP untuk menangani dugaan pelanggaran kode

etik dan semua itu tergantung dari tingkat kepatuhan penyelenggara dalam
menyelenggarakan pemilu.

A\

untuk mencapai mufakat. Sebelumn sampai ke meja pleno sebelumnya dilakukan
beberapa tahapan apakah perkara tersbut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak.
Tahapan pertama verfikasi formil pengecekan administrasi apabila memenuhi
syarat maka dapat berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi materil yang
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diperlukan untuk memfilter pengaduan apakah aduan memenuhi syarat materill
yaitu kesesuaian laporan beserta bukti dan fakta yang antara pokok aduan
yang didukung sekurung-kurangnya dua alat bukti apabila tidak relevan alat bukti
dengan pokok aduan maka DKPP memberikan kesempatan untuk memperbaiki

kembali. Untuk menjamin bahwa putusan DKPP tidak berpihak, terdapat
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“sejauh yang saya tahu terhadap pengambilan keputusan perkara
yang saya tangani, ya kalua faktanya begitu ya tidak bisa ingkari
fakta kalua kebenarannya begitu”

Selanjutnya didukung oleh pernyataan dari kasubag sarana prasarana dan
keamanan siding yang mengatakan bahwa:




“karena DKPP sudah memutuskan jadi kalua aduan lagi tentang

pelanggaran kode etiknya si Evi DKPP itu sudah tidak bisa tangani

lagi".

Pernyataan tersebut juga relevan dengan pernyataan dari bagian Hukum
DKPP: '

“kewajiban yang melekat pada dirinya selaku penyelenggara pemilu

apabila terindikasi adanya pelanggaran kode etik maka DKPP
berhak untuk memeriksa™

aka P(‘.n'l.ﬂis melihat bahwa
karena dapat dilihat
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Meskipun DKPP berada dibawah Kementerian Dalam Negeri namun dalam
Pengambilan Keputusannya DKPP tidak berupaya untuk mengintervensi. Dirjen
Kemendagri menghargai independensi, karena itu bagian daripada pelaksanaan
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tugas, wewenang, fungsi DKPP. Beliau secara formil dan informil tidak pernah
menanyakan kasus tersebut (Kukuh S, Wibowo, 2020). DKPP adalah lembaga
yang lahir dari prodak politik atau yang biasa disebut dengan regulasi Nasional
(Komisi 1l DPR). Kemandirian DKPP terhadap putusan PTUN-JKT maka dibahas

dari sisi Putusan DKPP dan dari sisi Keputusan PTUN. Terdapat 2 Istilah yaitu
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merupakan jalan hokum yang berbeda pra peradilan yang memang itu bolch saja
hak setiap warga negara, namun hal ini tidak menunjukkan sikap professional
selaku penyelenggara pemilu yang harusnya taat kepada aturan yang melekat pada
dirinya, karena secara kelembagaan Evi harus patuh terhadap putusan DKPP yang
final dan mengikat.




Secara tidak langsung dengan adanya gugatan banding dapat memberikan
bukti evi tidak menegakkan kode etik dengan terbukti sudah 3 kali mendapat

pelanggaran peringatan keras dan yang terakhir pemberhentian dri jabatan.

Sedangkan kedua persidangan yang terjadi yakni persidangan peradilan umum dan
persidangan peradilan etik evi seharusnya menghormati peradilan etik yang
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UU No.7 Tahun 2017 tentang kepemiluan. DKPP memberikan ruang kepada semua

orang untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan semua pendapat. DKPP

menggangap bahwa semua warga Negara berhak memiliki pandangannya masing-
masing apabila hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan DKPP hal itu tidak

menjadi problem baginya.
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DKPP Sulit memiliki ruang untuk berpihak kepada siapapun, karena dapat
dilihat dari keanggotaan DKPP yang mewakili seluruh elemen penyelenggara
pemilu termasuk juga unsur masyarakat. DKPP dalam mengambil sebuah

keputusan yang dibacakan disidang untuk umum sesuai dengan fakta yang
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dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU
kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Sehingga,
mekanisme check and balances terhadap DKPP masih tetap ada. DKPP memiliki

hak untuk melakukan langkah-langkah pencgakkan kode etik penyelenggaraan




pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk
pengaturan dalam UU Pemilu. Tujuan dari penegakkan kode ctik bagi
penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah menjaga integritas, kehormatan,

kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu agar tujuan dan

penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dapat

memutus sebuah Putusan yang sifatnya final dan mengikat untuk dikaji kembali
dalam revisi undang-undang Pemilu. DKPP telah melaksanakan tugas secara baik.
Namun, perlu diketahui bahwa DKPP tidak bisa mengeksekusi putusannya
seorang diri. Putusan DKPP harus dieksekusi oleh presiden. Karena yang

berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota KPU itu Presiden. Jadi
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ketika Presiden membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) yang
memberhentikan Evi dan mengangkatnya kembali, maka Evi bisa kembali aktif
‘sebagai Komisioner KPU.

Berdasarkan akumulasi dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan
oleh penulis yaitu dengan menggunakan Teknik analisis data lanjutan dengan

melalui 3 (tiga) Indikator memperoleh nilai Independensi mendapat nilai 76,92%,
indikator ketidak berpihakan 30,77% dan Nilai Profesional mendapat perolehan

tertinggi dengan nilai 100%.




A. Kesimpulan

1. Independensi, analisis penulis terhadap isi dari putusan PTUN NO.

beberpa informan peneliti menarik kesimpulan bahwa DKPP Sulit memiliki
ruang untuk berpihak kepada siapapun, karena dapat dilihat dari keanggotaan
DKPP yang mewakili seluruh elemen penyelenggara pemilu termasuk juga dari
unsur masyarakat. DKPP dalam mengambil sebuah putusan yang dibacakan

disidang untuk umum sesuai dengan fakta yang terungkap dan penuh
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pertimbangan sesuai dengan apa yang para pihak buktikan dari pokok-pokok
aduannya didukung dengan alat bukti lainnya yang proses verifikasinya melalui
tahapan verfikasi formil dan materil.
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Dokumentasi Wawancara Melalui Via Zoom
Bpk. Dr. Firdaus., SH., MH

(Koord. Tenaga Ahli DKPP RI)
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PEDOMAN WAWANCARA

NARASUMBER:

1. Didik Supriyante S.IP., MLIP (Anggota DKPP RI)

2 Bugi Kurnia Widiyanto, S.IP (Kasubag Sarana Prasarana dan
Pengamanan Sidang)

3. Columbus Manurung Fransius S.H., M.H (Bagian Hukum DKPP RI)
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epres No 8 ) da {i dasar Arif Budiman untuk
mengaktifkan kembali Evi Novida sebagai anggota KPU RI?

3. Apadampak yag ditimbulkan akibat gugatan Evi Novida ke PTUN terhadap
kemandirian politik DKPP?

4. DKPP dalam menyelenggarakan system peradilan etika, bagaimana
pendapat anda mengenai kepetingan yang saling bersitegang antara
penyelenggara pemilu?
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